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ABSTRAK 
 

Dalam hubungan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha sering 
kali timbul sengketa/perselisihan. Perselisihan ini disebut perselisihan hubungan 
industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial mengatur beberapa  mekanisme penyelesaian 
hubungan industrial. 

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga 
independen yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa/perselisihan, yaitu 
melalui mediasi dalam fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan usaha swasta, termasuk penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial. Kasus ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial 
merupakan yang tertinggi kedua di bidang usaha swasta tahun 2015 sebesar 
15.94%. Akan tetapi, setiap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Oleh 
karena itu, fungsi dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan juga 
melihat apakah secara yuridis penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial, serta bagaimana pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian 
hukumnya. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). 
Pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan observasi dan wawancara dengan 
pihak Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa 
responden, serta pengumpulan dokumen Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini adalah pendekatan 
secara yuridis empiris, yaitu dengan tinjauan peraturan perundangan-undangan 
terhadap fakta-fakta dan data di lapangan, serta dengan buku-buku dan sumber 
lainnya yang relevan. 

Kesimpulan penelitian ini adalah penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. Secara kelembagaan, Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan 
lembaga yang berwenang menyelenggarakan mediasi hubungan industrial  sesuai 
dengan undang-undang tersebut. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sulit untuk mencapai 
asas keadilan hukum, karena kurang adanya kepastian hukum dalam proses 
tersebut. Akan tetapi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 
Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta cukup membantu para 
pekerja dan memberikan manfaat  antara lain: birokrasi cepat dan tanpa biaya, 
sehingga memenuhi asas kemanfaatan hukum. 
Kata Kunci: Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 
Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kelangsungan hidupnya, interaksi, komunikasi ataupun 

hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, baik secara 

individu, maupun kelompok tidak selalu harmonis. Manusia adalah makhluk 

konfliktis (homo conflictus), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam 

perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa.1 

Dengan kata lain, dalam hubungan manusia terjadi suatu pertentangan, 

ketidaksesuaian, ketidaksepahaman mengenai suatu hal. Hal tersebut itulah 

yang kemudian disebut sebagai perselisihan atau konflik. Konflik dapat 

dimaknakan  sebagai suatu kondisi  ketika  pihak yang satu menghendaki agar 

pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan, tetapi 

pihak yang lain  menolak itu. Dengan demikian, dapat ditarik unsur-unsur dari 

konflik/perselisihan/percekcokan tersebut adalah: 

1. adanya pihak-pihak (dua orang atau lebih); 

2. tujuan yang berbeda, yakni pihak yang satu menghendaki agar 

pihak yang lain berbuat/bersikap sesuai dengan yang 

dikehendakinya;

                                                           
1 Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik  Kontemporer, 

(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8. 
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3. pihak yang lain menolak keinginan tersebut atau keinginan itu 

tidak dapat dipersatukan.2 

Perselisihan/konflik sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah 

satunya dalam dunia ketenagakerjaan. Dalam dunia ketenagakerjaan, terjalin 

hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha tersebut disebut hubungan industrial. 

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para 

pelaku dalam proses produksi barang/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3 Dari 

pengertian hubungan industrial tersebut menunjukan bahwa bukan hanya 

pekerja/buruh dan pengusaha saja yang terlibat, tetapi juga pemerintah. Dalam 

hal ini, pemerintah berkedudukan sebagai regulator dan pihak penengah antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha. Pada prinsipnya, tujuan yang ingin dicapai 

dalam hubungan industrial adalah kelangsungan pekerjaaan bagi para pekerja 

dan kelangsungan usaha bagi pengusaha, dan untuk itulah diperlukan peran 

pemerintah sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam hubungan kerja, 

dapat bersifat netral dan dapat menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para 

pihak dalam hubungan kerja.4 

                                                           
2 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui 

Pengadilan & di Luar Pengadilan,  (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2004), hlm. 2. 
3 Pasal 1 angka (16)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang 

Ketenagakerjaan. 
4 Aloysius Uwiyono, dkk., Asas-Asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada Persada: 2014), hlm. 63-74. 
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Namun demikian, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa 

pada pada dasarnya manusia adalah homo confliktus, maka dalam hubungan 

industrial pun tidak selalu berjalan dengan harmonis. Dengan kata lain, dalam 

hubungan industrial sering kali terjadi perselisihan/konflik. Perselisihan ini 

disebut perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan  industrial 

menurut Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan 

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya 

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan 

pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/buruh 

hanya dalam satu perusahaan. 

Dari pengertian, tersebut, kita dapat mengklasifikasikan perselisihan 

hubungan industrial menjadi empat macam, yaitu perselisihan hak, 

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan 

perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam perusahaan. 

Munculnya perselisihan hubungan industrial tidak dapat hindari hal tersebut 

antara lain dikarenakan adanya perbedaan pemahaman atau persepsi antar 

elemen-elemen hubungan industial yang berkenaan dengan hubungan kerja 

ataupun syarat-syarat kerja. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial demi kelangsungan usaha perusahaan, 
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kelangsungan hidup pekerja/buruh dan keluarganya, kelangsungan dunia 

usaha, serta stabilitas perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur 

beberapa tata cara penyelesaian hubungan industrial.  

Pertama, penyelesaian melalui perundingan bipartit. Perundingan 

bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh 

dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.5 

Penyelesaian secara bipartit dilaksanakan tanpa campur tangan pihak ketiga 

karena hanya melibatkan pekerja/buruh dengan keluarga. Penyelesaian bipartit 

dilakukan agar perselisihan dapat dilaksanakan secara kekeluargaan, yang 

diharapkan masing-masing pihak tidak merasa ada yang dikalahkan atau 

dimenangkan, karena penyelesaian bipartit bersifat mengikat.6 Kedua, 

penyelesaian secara tripartit. Penyelesaian tripartit merupakan penyelesaian 

hubungan industrial dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Penyelesaian 

secara tripartit terdiri atas beberapa cara, yaitu penyelesaian melalui mediasi, 

konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian hubungan industrial yang ketiga adalah 

melalui pengadilan hubungan industrial.  

Pengadilan hubungan industrial merupakan upaya terakhir (last resort) 

dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketika penyelesaian 

secara bipartit dan tripartit tidak berhasil tercapai kesepakatan. Penyelesaian 

secara bipartit dan tripartit merupakan penyelesaian hubungan industrial 

                                                           
5 Pasal 1 angaka (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Hubungan Industrial. 
6 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 108. 
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secara non litigasi, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan hubungan 

industrial merupakan penyelesaian hubungan industrial secara litigasi. Dalam 

dunia bisnis yang membutuhkan efisiensi dan efektifitas dalam segala hal, 

penyelesaian secara non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa/ADR 

(alternatif dispute resolution) lebih sesuai karena menghemat waktu dan 

biaya. Selain itu, ADR mempunyai daya tarik yang khusus di Indonesia 

karena keserasian dengan sistem sosial-budaya tradisional yang berdasarkan 

musyawarah mufakat.7 

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya 

disebut: LO DIY) merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan 

ADR, yaitu melalui mediasi.  LO DIY merupakan lembaga gabungan dari 

Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penggabungan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa 

Yogyakarta. LO DIY memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan, mediasi 

pelayanan masyarakat terhadap penyelanggaraan pemerintahan daerah dan 

praktik dunia usaha swasta.8 Perselisihan hubungan industrial atau 

ketenagakerjaan merupakan salah satu sengketa/konflik bisnis yang ditangani 

oleh LO DIY. Dalam klasifikasi kasus per bidang periode 9 Januari-25 

                                                           
7 Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa , (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), 

hlm. 34. 
8“Profil Lembaga Ombudsman DIY”, http://lo-diy.or.id/index.php/home/profil 

akses 15 Februari 2016. 
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Desember 2015 Laporan Tahunan LO DIY Tahun 2015, dalam bidang swasta, 

bidang ketenagakerjaan merupakan bidang yang memiliki kasus tertinggi 

kedua setelah bidang keuangan, yaitu sebanyak 15,94 % atau 40 kasus.9 Hal 

itu dapat dilihat lebih jelas dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1 Klasifikasi Kasus per Bidang Periode 9 Januari-25 Desember 2015 
 
 

Sumber: Laporan Tahunan LO DIY Tahun 2015 
  

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY 

dilakukan secara mediasi sebagaimana bidang yang lain juga. Hal tersebut 

                                                           
9 Laporan Tahunan LO DIY Tahun 2015, hlm. 97. 

No
. 

Bidang Jumlah Presentase 

1. Keuangan 45 17.93 % 

2. Ketenagakerjaan 40 15.94 % 

3. Properti-perhotelan 18 7.17 % 

4. Pendidikan 33 13.15 % 

5. Sosial budaya 13 5.18 % 

6. Perizinan 10 3.98 % 

7. Penegakan hukum 10 3. 98 % 

8. Bisnis & Perdagangan 14 5.58 % 

9. Teknologi & Komunikasi 10 3. 98 % 

10. Kesehatan 16 6.37 % 

11. Pertanahan 27 10.67 % 

12. Transportasi 5 1.99 % 

13. Kependudukan 8 3.19 % 

14. Pertambangan 1 0.40 % 

15. Pariwisata 1 0.40 % 

Total Kasus 251 100 % 
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sebagaimana tercantum dalam Fungsi LO DIY Pasal 7 Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 12 

dalam peraturan yang sama yang menyatakan bahwa mediasi merupakan salah 

satu langkah tindak lanjut dari adanya pengaduan. LO DIY dapat 

melaksanakan mediasi apabila terjadi perselisihan antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha agar terjadi konsensus atau mufakat. Pendekatan konsensus 

atau mufakat dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau 

persetujuan para pihak.10 Mediasi akan diawali dengan menanyakan kepada 

pihak pengadu apakah telah dilaksanakan penyelesaian secara bipartit atau 

belum. Mediasi akan dilaksanakan apabila  pihak teradu mengkonfirmasi 

kesediaannya dan mengisi lembar kesediaan mediasi.11 Sebagai contoh kasus 

antara Ibu Ratna  sebagai pekerja melawan Perumda “Aneka Usaha” sebagai 

pihak pengusaha tentang penolakan Perumda “Aneka Usaha” untuk 

mengangkat pekerjanya sebagai pekerja tetap karena sudah bekerja selama 12 

tahun yang telah berhasil dimediasi oleh LO DIY.12 

Akan tetapi, jika kita melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang 

menjadi mediator hubungan industrial adalah pegawai instansi pemerintah 

                                                           
10 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan 

Mufakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Persada, 2010), hlm. 13. 
11 Wawancara Pra Penelitian dengan Ibu Hanum Aryani, Kepala Bidang 

Pelayanan dan Investigasi LO DIY, tanggal 11 Maret 2016. 
12, Wawancara Pra Penelitian dengan Ibu Hanum Aryani, Kepala Bidang 

Pelayanan dan Investigasi, tanggal 23 Maret 2016. 
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yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.13 Dengan kata lain, 

undang-undang tersebut hanya membuka ruang penyelelesaian mediasi 

industrial di instansi pemerintah, yaitu dinas tenaga kerja. Akan tetapi, di sisi 

lain penyelesaian hubungan industrial secara konsiliasi dan arbitrase dapat 

dilakukan di luar instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Namun, 

konsiliator dan arbiter tetap harus mendapat penetapan dari menteri di bidang 

ketenagakerjaan.14  

Hal tersebut tentunya menarik untuk dikaji lebih jauh. Oleh karena itu, 

penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk kajian 

ilmiah (skripsi) yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dikaji lebih 

dalam, yaitu: 

1. Apakah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga 

Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial? 

                                                           
13 Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam hal ini instansi pemerintah di 
bidang ketenagakerjaan yang berwenang adalah Dinas Tenaga Kab/Kota. 

14 Pasal 1 angka (14) dan (16). 
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2. Apakah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga 

Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta memenuhi asas keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum ? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Tujuan dan kegunaan penelitian diperlukan untuk mengetahui urgensi 

penelitian yang dilakukan yang berkaitan erat dengan rumusan masalah dan 

judul penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial di 

LO DIY ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Untuk mengetahui hambatan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial di LO DIY. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

pengembangan khazanah keilmuwan dalam hukum perdata pada 

umumnya serta sebagai acuan penelitian-penelitian yang berkaitan 

berikutnya. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi pengembangan  ilmu hukum pada 

Fakultas Syariah dan Hukum dan para pemangku kepentingan di 

bidang ketenagakerjaan. 
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D. Telaah Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukanlah penelitian tentang 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan lembaga ombudsman yang 

pertama kali dilakukan. Hal itu artinya bahwa telah banyak penelitian sejenis 

dilakukan. Oleh karena itu, telaah pustaka sangatlah penting sebelum 

penelitian dilakukan dan berfungsi untuk memastikan orisinalitas penelitian 

ini. 

Daeng Sahara Ratanjaya (2014) dengan karyanya yang berjudul 

“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi (Studi Kasus 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali)”15, menjelaskan 

mengenai beberapa tahapan proses  penyelesaian  perselisihan hubungan  

industrial  melalui  upaya  mediasi  di  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan 

Transmigrasi  Boyolali  dan akibat hukum dari adanya penyelesaian tersebut, 

yaitu adanya perjanjian bersama yang mengikat para pihak. Persamaannya 

dengan penelitian penyusun adalah sama-sama mengenai penyelesaian 

hubungan perindustrian melalui mediasi. Kemudian perbedaannya adalah 

skripsi tersebut mengangkat mediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Boyolali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 

sedangkan penyusun mengangkat mediasi di LO DIY yang merupakan 

lembaga yang belum diatur dalam undang-undang tersebut.  

                                                           
 15 Daeng Sahara Ratanjaya, “Penyeleisaian Perselisihan Hubungan Industrial 

melalui Mediasi (Studi Kasus Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boyolali)”, 
Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, Surakarta: 2014. 
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Fitri Meylisa Manurung (2010) dengan karyanya yang berjudul 

“Peranan Mediator dan Tingkat Keberhasilannya dalam Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Medan)”16, menjelaskan mengenai peranan mediator dalam menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial, mulai dari  meneliti duduk perkara hingga 

memberikan berbagai anjuran kepada para pihak, serta tingkat keberhasilan 

mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pada Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Persamaannya dengan penelitian 

penyusun adalah sama-sama masih berkaitan dengan penyelesaian hubungan 

industrial melalui mediasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian 

penyusun lebih mengkaji mediasi hubungan industrial secara luas bukan 

hanya aspek mediatornya saja dan dilaksanakan di luar instansi pemerintah di 

bidang ketenagakerjaan yaitu LO DIY. 

Muhamad Hasan Muaziz (2013) dengan karyanya yang berjudul 

“Efektifitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial (Studi Proses pada Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan 

Tenaga Kerja (BP3TK) Jawa Tengah)”17, menjelaskan mengenai fungsi Balai 

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Jawa Tengah 

sebagai instansi penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial, yaitu Unit 

                                                           
16 Fitri Meylisa Manurung, “Peranan Mediator dan Tingkat Keberhasilannya 

dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Study Dinas Sosial dan Tenaga 
Kerja Kota Medan)”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan: 
2010. 

17 Muhammad Hasan Muaziz, “Efektifitas Mediasi sebagai Upaya 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Proses pada Balai Pelayanan 
Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Jawa Tengah)”, Skripsi, Universitas 
Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Semarang, 2013. 
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Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan efektifitasnya dalam 

menyelenggarakan mediasi hubungan industrial. Persamaan dengan penelitian 

penyusun adalah sama-sama mengkaji penyelesaian hubungan industrial 

secara mediasi. Perbedaannya adalah mediasi yang dikaji dalam skripsi 

tersebut adalah mediasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah di 

bidang ketenagakerjaan, tetapi penyusun mengkaji mediasi yang 

diselenggarakan oleh lembaga lain di luar instansi pemerintah di bidang 

ketenagakerjaan, yaitu LO DIY. 

Devie Shofiana Hadi (2014), dengan karyanya yang berjudul 

“Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Jalur Non Litigasi di Lembaga 

Ombudsman Swasta Yogyakarta”18, menjelaskan mengenai proses 

penyelesaian  beberapa sengketa bisnis secara non litigasi yaitu secara mediasi 

di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta dan faktor-faktor yang 

menyebabkan para pihak menyelesaikannya di Lembaga Ombudsman Swasta 

Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian penyusun adalah sama-sama 

mengangkat penyelesaian sengketa secara non litigasi/mediasi di Lembaga 

Ombudsman yang mana saat ini telah berubah menjadi LO DIY yang 

merupakan gabungan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Yogyakarta 

dengan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta, sedangkan 

                                                           
18 Devie Shofiana Hadi, “Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Jalur Non 

Litigasi di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2014. 
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perbedaanya adalah penyusun lebih fokus mengkaji perselisihan hubungan 

industrial yang ditangani oleh LO DIY. 

Safwan (2015), dengan karyanya yang berjudul “Penyelesaian 

Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman 

Yogyakarta”19, menjelaskan mengenai peran mediator di Lembaga 

Ombudsman DIY dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah, serta 

bentuk dan proses penyelesaian sengketa syariah ditinjau dari konsep maqasid 

syariah. Persamaannya dengan penelitian penyusun adalah sama-sama 

mengkaji mediasi yang diselenggarakan oleh LO DIY. Perbedaanya adalah 

permasalahan yang peneliti kaji adalah penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. 

Thalis Noor Cahyadi (2010), dengan karyanya yang berjudul 

“Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan 

Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi atas lembaga 

Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY))”20, 

menjelaskan mengenai peranan LOS DIY bagi penegakan bisnis beretika dan 

berkelanjutan di DIY, kemudian visi dan misi serta implementasi tata kerja 

yang ada di LOS DIY yang telah sesuai dengan prinsip ajaran islam sebagai 

                                                           
19 Safwan, “Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui 

Peran Ombudsman Yogyakarta”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 
Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2015. 

20 Thalis Noor Cahyadi, “Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis 
Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi atas lembaga 
Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY))”, Tesis, Universitas 
Gadjah Mada, Fakultas Hukum, Yogyakarta: 2010. 
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lembaga amar ma’ruf nahi munkar dalam bidang ekonomi dan bisnis 

sebagaimana lembaga hisbah yang ada pada masa Rasulullah. Persamaannya 

dengan peneliltian penyusun adalah sama-sama mengkaji Lembaga 

Ombudsman, yang saat ini Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY telah 

melebur bersama Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY menjadi 

Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY), sedangkan perbedaannya adalah 

penyusun lebih fokus meneliti mediasi di LO DIY dalam konteks perselisihan 

hubungan industrial.  

Dari telaah pustaka di atas, penyusun menyimpulkan ada kebaruan 

dalam penelitian ini. Kebaruan penelitiannya adalah penyusun meneliti satu 

tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu mediasi yang 

lain dari biasanya, atau artinya bahwa mediasi di LO DIY yang penyusun teliti 

berbeda dengan mediasi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang selama ini dilaksanakan 

di instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. 

E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoretik merupakan hal yang sangat penting untuk mengkaji 

masalah yang ada. Kerangka teoretik merupakan pisau analisis untuk 

membedah masalah yang ada. Teori menguraikan jalan pikiran menurut 
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kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis 

yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.21 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa 

teori yang relevan dengan masalah yang ada sebagai pisau analisis, yaitu: 

1. Teori Mediasi 

a. Pengertian Mediasi 

Dewasa ini kata “mediasi” merupakan kata yang cukup 

populer, baik di kalangan praktisi, maupun akademisi. Mediasi 

merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang 

banyak ditempuh para pihak yang bersengketa atau berselisih akhir-

akhir ini. Hal itu sebagai salah satu bentuk kekecewaan banyak pihak 

terhadap praktek peradilan yang dirasa tidak cukup efektif dan efisien 

untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan di antara mereka.  

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses 

penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan 

atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki 

kewenangan memutus.22 Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari 

bahasa Latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini 

menunjukan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai 

mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan 

                                                           
21 Soerjono Soekonto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas 

Indonesia Pers, 1986), hlm. 122. 
22 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan 

Mufakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12. 
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sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna 

mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam 

menyelesaikan sengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan 

kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.23 

Dari pengertian-pengertian mediasi di atas, menunjukan bahwa 

kehadiran pihak ketiga yang netral merupakan hal yang sangat utama 

dalam proses mediasi. Pihak atau orang ketiga yang menengahi proses 

mediasi disebut mediator. Mediator harus dapat bertindak dengan 

pendekatan konsensus atau mufakat di antara para pihak, artinya 

bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus 

merupakan kesepakatan atau persetujuan para pihak. 

Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak 

untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri 

perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak 

untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah 

yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan 

mediator hanya membantu dan mendorong mereka secara bersama-

sama ikut menyelesaiakan sengketa.24 

b. Fungsi Mediator 

Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi, yaitu 

katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita 

                                                           
23 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 1-2. 
24 Ibid., hlm. 2. 
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jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam (spacegoat). Fungsi 

sebagai “katalisator” diperlihatkan dengan kemampuan mendorong 

lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog dan komunikasi di antara 

para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah 

pengertian dan polarisasi di antara para pihak. Sebagai “pendidik” 

dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, 

keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Sebagai 

“penerjemah”, mediator harus berusaha menyampaikan dan 

merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui 

bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi 

tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si 

pengusul. Sebagai “narasumber”, mediator harus mampu 

mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber 

informasi yang tersedia. Sebagai “penyandang berita jelek”, mediator 

harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat 

bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan 

ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak. Sebagai 

“agen realitas”, mediator harus memberitahu atau memberi pengertian 

secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya 

tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah 

proses perundingan. Sebagai “kambing hitam”, mediator harus siap 

menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi 
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tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam 

kesepakatan.25 

c. Kekuatan dan Kelemahan Mediasi 

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa yang lahir dari kekecewaan terhadap dunia peradilan/litigasi 

dipandang memiliki beberapa kelebihan atau kekuatan, antara lain:26 

1) Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci 

dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak 

memiliki keluwesan atau keleluasaam dan tidak 

terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, seperti 

halnya dalam proses litigasi. 

2) Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup 

atau rahasia. 

3) Dalam proses mediasi, pihak materiil atau principal dapat 

secara langsung berperan serta dalam melakukan 

perundingan dan tawar menawar untuk mencari 

penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa 

hukum masing-masing. 

4) Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas 

berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak 

hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. 

                                                           
25 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan 

Mufakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.14-15. 
26 Ibid., hlm. 21-25. 
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5) Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan 

kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesain 

menang-menang bagi para pihak (win-win solution). 

Akan tetapi, mediasi juga tentunya memiliki kelemahan juga. 

Kelemahan-kelemahan mediasi, antara lain:27 

1) Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika 

para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk 

menyelesaikan sengketa secara konsensus. 

2) Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses 

mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu 

penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi 

jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekadar untuk 

memperoleh informasi tentang kelemahan lawan. 

3) Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimedisasi, 

terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah 

ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang 

bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi. 

4) Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika 

masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal 

penentuan hak (rights) karena sengketa soal penentuan hak 

haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat 

                                                           
27 Ibid., hlm. 27-30. 
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untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan 

kepentingan (interest). 

5) Secara normative mediasi hanya dapat ditempuh atau 

digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam 

lapangan hukum pidana. 

2. Teori Asas Prioritas  

Hukum merupakan sebuah entitas yang tidak dapat dilepaskan 

dengan eksistensi masyarakat. Oleh karena itu, ada sebuah adagium dari 

Cicero yang berbunyi “Ubi Societas Ibi Ius”, yang artinya adalah di mana 

ada masyarakat di situ ada hukum. Dengan berlandaskan pada adagium 

tersebut, kita dapat memaknai bahwa masyarakat membutuhkan hukum 

sehingga dalam ruang lingkup masyarakat yang paling sederhana pun 

hukum diperlukan oleh masyarakat yang bersangkutan.  

Hal itu tentunya bukan tanpa alasan.  Dengan kata lain, ada suatu 

tujuan yang ingin dicapai dari berlakunya hukum dalam suatu masyarakat. 

Dalam sejarah pekembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran 

konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:28 

a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum itu 

adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut 

aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua 

jenis, yaitu sebagai berikut. 

                                                           
28 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

hlm. 81. 
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1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada 

setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak 

menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama 

banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan 

berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. 

2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada 

setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa 

perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan 

dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa 

memperhitungkan jasa perseorangan. 

b. Aliran utilities menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah 

semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan 

masyarakat. Aliran ini dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John 

Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan 

hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-

banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Pada intinya aliran 

ini, memposisikan bagaimana hukum dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat seluas-luasnya dalam pelaksanaan hukum tersebut 

sehingga bermuara pada kebahagiaan masyarakat pula. 

c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada asasnya hukum 

adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu 

penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan, yang bersumber 

dari pemikiran positivistis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu 
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yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, 

karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk 

kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban 

seseorang. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum 

tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam 

hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu 

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan 

tindakan individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum.29 

Dari beberapa aliran tentang tujuan hukum tersebut tentunya  

kemudian muncul pertanyaan, manakah tujuan hukum yang harus 

diutamakan untuk dicapai. Apakah keadilan, kemanfaatan atau tujuan 

hukum ? Pertanyaan tersebut tentunya akan mendapatkan jawaban yang 

berbeda-beda dari setiap orang sebagaimana hal itu telah terjadi pula pada 

beberapa tokoh di atas. Namun, Gustav Radbruch mengemukakan tiga 

nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas.30 Teori ini 

menyebut, bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan 

keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum. 

Dalam penegakan hukum, idealnya memang setiap putusan hukum yang 
                                                           

29 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), 
hlm. 137. 

 30 Rusli Effendi, dkk, Teori Hukum, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan 
Unhas, 1992), hlm. 79. 
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dilakukan oleh Catur Wangsa penegak hukum dan aparat hukum lainnya 

dapat mewujudkan ketiga tujuan hukum  tersebut secara bersama-sama. 

Akan tetapi, kemudian ketika hal itu tidak mungkin dilakukan, maka yang 

harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya dan 

terakhir barulah kepastian hukumnya. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian doktrinal dengan metode penggalian datanya secara lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di objek 

penelitian untuk mendapatkan data yang terkait dengan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY. 

Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka 

(library research), yaitu penelitian dengan pengumpulan bahan-bahan 

pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan. Tujuannya adalah untuk 

memperkaya pemikiran terkait dengan pokok bahasan dan mempertajam 

analisis. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan 

mendeskripsikan atau memberi gambaran secara jelas, sistematis dan 
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akurat mengenai objek penelitian untuk kemudian dianalisis secara 

obyektif. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Yuridis, artinya dalam peneltiin ini penyusun 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sedangkan empiris artinya 

penelitian ini menekankan pada fakta-fakta dan data yang ada di lapangan, 

yaitu terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

LO DIY. Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris lebih menekankan 

kepada penelitian hukum yang meneliti law in actions, bukan law in 

books. 

Peneltian hukum yang meneliti law in books, maka cara 

pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif (doctrinal), 

yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai 

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas, sedangkan penelitian hukum yang mempelajari law in 

actions, cara pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis  atau socio 

legal research (non doctrional), yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan 

aspek-aspek empiris atau normarif.31 

                                                           
31 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: 

UMM Press, 2009), hlm. 94. 
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4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

penelitian lapangan di LO DIY melalui wawancara dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi sumber data primer, berupa  buku-buku, jurnal, artikel, 

hasil riset orang lain,  internet ataupun sumber lain yang erat kaitannya 

dalam penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Wawancara  

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi 

yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan. 

b. Dokumentasi  
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Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel internet 

dan literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian 

ini. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada 

metode penelitian kualitatif. Analisis data berfungsi untuk 

menginterpretasikan  data yang ada kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap 

data  yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang 

berlaku.32 Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk 

menarik kesimpulan, yaitu dengan mengkaitkan data dan fakta-fakta yang 

ada dengan teori-teori yang bersifat umum.  

G. Sistematika Pembahasan 

 Dalam penulisan skripsi ini, penyusun membaginya dalam lima bab 

yang saling berkaitan satu sama lain. 

 Bab pertama, adalah pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan latar 

belakang masalah, yaitu uraian mengenai alasan yang melatarbelakangi 

penelitian ini, kemudian dari latar belakang masalah diperoleh rumusan 

masalah yang merupakan pokok permasalahan yang akan dijawab melalui 

penelitian ini. Berikutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian yang 

                                                           
32 Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, 

(Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99. 
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memaparkan urgensi dan manfaat penelitian ini. Berikutnya ada telaah 

pustaka, yaitu bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan 

penelitian sejenis sehingga dapat diketahui orisinalitasnya. Berikutnya ada 

kerangka teoritik, yaitu teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis 

terhadap data dan fakta-fakta yang ada. Setelah itu, berturut-turut ada metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

 Bab kedua, berisi tinjauan umum penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, meliputi: pengertian hubungan industrial, prinsip-prinsip dasar 

hubungan industrial, pengertian perselisihan hubungan industrial, jenis-jenis 

perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.  

Bab ketiga, berisi gambaran umum Lembaga Ombudsman Daerah 

Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dan mekanisme penyelesaian sengketanya 

yang terdiri atas dua sub bab. Pertama, profil LO DIY, yang meliputi: sejarah, 

dasar hukum, asas dan prinsip, tujuan, fungsi dan tugas, wewenang, struktur 

kepengurusan. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa melalui LO DIY. 

Ketiga, contoh kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

LO DIY. 

Bab keempat, penyelesihan hubungan industrial melalui LO DIY yang 

terdiri atas tiga sub bab. Pertama, penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui LO DIY yang meliputi: analisis yuiridis penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY dan analisis kelembagaan 
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LO DIY. Kedua, pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum  

dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY. 

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan 

saran-saran merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang dapat menjadi 

masukan, serta dilengkapi daftar kepustakaan dan lamipran-lampiran.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga Ombudsman 

Daerah Istimewa Yogyakarta, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY 

bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial, serta Tata Kerja Mediasi. 

Secara kelembagaan LO DIY bukan merupakan lembaga yang berwenang 

melakukan mediasi hubungan industrial, walaupun LO DIY memiliki 

kewenangan mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagai  bagian dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

diatur dalam Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu karena Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
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Hubungan Industrial sebagai peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa 

Yogyakarta telah menunjuk pegawai instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai pihak yang 

berwenang menjadi mediator hubungan industrial. 

2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY sulit untuk 

mencapai asas keadilan hukum, karena kurang adanya kepastian hukum 

dalam proses tersebut. Hal tersebut karena keberadaan lembaga lain 

sebagai lembaga penyelenggara mediasi hubungan industrial, selain dinas 

tenaga kerja atau instansi pemerintah  yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan seperti LO DIY belum diakomodir oleh undang-undang 

yang ada, yang saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga 

apabila ada praktik mediasi hubungan industrial di luar dinas tenaga kerja, 

seperti LO DIY, maka disebut sebagai mediasi hubungan industrial di luar 

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. Hal tersebut tentunya  suatu saat dapat 

menimbulkan suatu implikasi hukum  terhadap kasus  yang ditangani, 

terutama kepentingan para pihak. Akan tetapi, penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui LO DIY cukup membantu para pekerja dalam 

menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrialnya sehingga 

memberikan manfaat kepada mereka.  Manfaat penyelesaian perselisihan 
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hubungan industrial melalui LO DIY yang didapatkan  antara lain: proses 

birokrasinya yang cepat dan tanpa dipungut biaya apapun. Dengan 

demikian, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY 

memberikan manfaat sehingga memenuhi asas kemanfaatan hukum.
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B. Saran 

1. Saran untuk Pemerintah 

Dengan melihat praktik mediasi hubungan industrial di LO DIY, 

maka penyusun berpendapat bahwa  penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui LO DIY merupakan suatu perkembangan hukum. Oleh 

karena itu, perlu adanya pengkajian ulang peraturan perundang-undangan 

dalam bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh 

pemerintah sehingga perkembangan-perkembangan praktik hukum di 

bidang ketenagakerjaan dapat diakomodir dalam produk hukum yang baru. 

Untuk itu, penyusun menyarankan kepada pemerintah untuk merevisi 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselsisihan 

Hubungan Industrial dan peraturan pelaksana yang berkorelasi dengannya. 

2. Saran untuk Lembaga Ombudsman DIY 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LO DIY 

merupakan hal yang sebenarnya tidak diakomodir oleh undang-undang. 

Karena undang-undang secara tegas memberikan kewenangan hanya 

kepada Dinas Tenaga Kerja sebagai lemabaga mediator hubungan 

industrial. Untuk itu, penyusun menyarankan LO DIY agar lebih
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memperhatikan lagi Lex Specialis dari masing-masing bidang yang 

ditangani.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA T]NTIJK KOMISIONER LEMBAGA

OMBUDSMAN DAERATI ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Dalam hal kewenangan menangani sengketa,/perselisihan usaha swasta, perselisihan

, hubungan industrial/ketenagake{aan termasuk tinggi di tahun 2015. Menurut

Bapak/Ibu apa yang menyebabkan hal itu te{adi ?

2. Dalam hal perselisihan hubungan industrial, biasanya yang lebih sering mengadu

siapa ? peke{a,/buruh, serikat pekerja/buruh, atau pengusaha ? apa penyebabnya ?

3. Apa yang melatarbelakangi pengadu untuk memilih LO DIY sebagai tempat

menyelesaikan PHI ? Bukan disnaker.

4. Jika ada kasus PHI yang masuk, apakah langsung diterima atau harus ada bukti

penyelesaian secara biparit terlebih dahulu ?

5. Siapa yang berwenang menerima kasus pertama kali/bidang apa ? ditunjuk

berdasarkan apa ?

6. Jenis PHV sengketa ketenagakerjaan apa yang sudah ditangani LO DIY

(Perselisihan hak, kepentingan, PHK, serikat buruh)?

7. Dalam menangani kasus, LO DIY berperan sebagai apa saja ?

8. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui LO DIY secara urnum ?

9. Kenapa ADR yang dipilih adalah mediasi ?

10. Bagaimana tahapan mediasi, termasuk mediasi PHI melalui LO DIY ?

i 1. Siapakah yang bertindak sebagai mediator ? dalam kasus PHI apakah harus paham

UU Ketenagakerjaan, UU PPHI dan peraturan terkait ?

12. Apakah mediatomya bersertifikat (dari MA) ?

13. Apakah para pihak dapat memilih mediator ?

14. Apa saja kewenangan mediator (meminta keterangan dari para pihak, meminta

dokumer/surat-surat yang berkaitan dengan kasus, menghadirkan saksilahli) ?

15. Apa saja kewajiban mediator ? (meminta para pihak berunding sebelum mediasi,

memanggil para pihak, memimpin rnediasi, membantu para pihak membuat



pejanjian bersama, membuat anjuran tidak tertulisa apabila tidak ada

kesepakatan,membuat risalah,/berita acara, menjaga rahasia) ?

16. Di mana mediasi dilaksanakan ? dapatkah di luar LO DIY, apakah ada syaratnya ?

17. Apakah ada biaya mediasi (biaya pemanggilan para pihak, saksi/ahli)? Jika ada,

siapa yang menanggung /
18. Kapan mediasi dimulai ? (maksimal berapa hari setelah kasus diterima)?

1,9. Berapa lama mediasi diselesaikan (batas maksimal) ? berapa kali mediasi ?

20. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan apakah mediator membantu

membuat pe{anjian bersama ?

21. Apakah ada muatan yang dilarang termuat dalam pe{anjian bersama (bertentangan

dengan Undang-Undang/kesusilaan) ?

22. Apakah perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke pengadilan ? jika tidak kenapa ?

23. Apakah ada pemberitahuan ke disnaker ketika ada kesepakatan atau perjanjian

bersama ?

24. Bagumma pelaksanaan/eksekusi perjanjian bersama/kesepakatan tersebut (adakah

monitoringnya) ? bagaimana jika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan

kesepakatan ?

25. Apabila tidak te{ adi kesepakatan apa langkah selanjutnya ? apakah ada

rekomendasi/ anjuran tertulis ?

26. Apa saja isi rekomenadasi/anjuran tertulisnya ?

27. Apakah rekomendasi hanya ada ketika tidak ada kesepakatan ?

28. Dalam kasus PHI, jika tidak ada kesepakatan dalam mediasi melalui LO DIY

apakah akan dimediasi lagi di disnaker atau ada upaya lain ?

29. Bagaimana apabila salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut ?( jika

pengadu yang tidak hadir bagaimana, jika teradu bagaimana) apakah juga akan

diaratkan ke disnaker ?

30. Jika salah satu pihak tidak hadir untuk mediasi, kemudian keluar rekomendasi atau

anjuran tertulis, apakah para pihak masih diberi kesempatan untuk rnenyetujui

anjuran/rekomendasi itu ?

31. Berapa kali maksimal panggilan ?

32. Apakah ada alasan sah untuk tidak hadir dalam rnediasi ?



pejanjian bersama, membuat anjuran tidak tertulisa apabila tidak ada

kesepakatan,membuat risalah,/berita acara, menjaga rahasia) ?

16. Di mana mediasi dilaksanakan ? dapatkah di luar LO DIY, apakah ada syaratnya ?

17. Apakah ada biaya mediasi (biaya pemanggilan para pihak, saksi/ahli)? Jika ada,

siapa yang menanggung /
18. Kapan mediasi dimulai ? (maksimal berapa hari setelah kasus diterima)?

1,9. Berapa lama mediasi diselesaikan (batas maksimal) ? berapa kali mediasi ?

20. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan apakah mediator membantu

membuat pe{anjian bersama ?

21. Apakah ada muatan yang dilarang termuat dalam pe{anjian bersama (bertentangan

dengan Undang-Undang/kesusilaan) ?

22. Apakah perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke pengadilan ? jika tidak kenapa ?

23. Apakah ada pemberitahuan ke disnaker ketika ada kesepakatan atau perjanjian

bersama ?

24. Bagumma pelaksanaan/eksekusi perjanjian bersama/kesepakatan tersebut (adakah

monitoringnya) ? bagaimana jika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan

kesepakatan ?

25. Apabila tidak te{ adi kesepakatan apa langkah selanjutnya ? apakah ada

rekomendasi/ anjuran tertulis ?

26. Apa saja isi rekomenadasi/anjuran tertulisnya ?

27. Apakah rekomendasi hanya ada ketika tidak ada kesepakatan ?

28. Dalam kasus PHI, jika tidak ada kesepakatan dalam mediasi melalui LO DIY

apakah akan dimediasi lagi di disnaker atau ada upaya lain ?

29. Bagaimuta apabila salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut ?( jika

pengadu yang tidak hadir bagaimana, jika teradu bagaimana) apakah juga akan

diarahkan ke disnaker ?

30. Jika salah satu pihak tidak hadir untuk mediasi, kemudian keluar rekomendasi atau

anjuran tertulis, apakah para pihak masih diberi kesempatan untuk rnenyetujui

anjuran/rekomendasi itu ?

31. Berapa kali maksimal panggilan ?

32. Apakah ada alasan sah untuk tidak hadir dalam rnediasi ?



33. Apakah mecliator dapat menyatakan bahwa pihak yang tidak hadir tidak mempunyai

itikad baik ? apa kriterianYa ?

34. Dalam konteks PHI, apakah pma pihak banyak yang berkenan hadir ketika

dipanggil untuk mediasi ?

35. Dalam konteks PHI, siapa yang sering tidak hadir ketika dipanggil ? apa

penyebabnya ?

36. Dalam konteks PHI apakah ada koordinasi/komunikasi dengan disnaker dalam hal

penanganan PHI melalui LO DfY ? Koordinasi semacam apa ? dimulai sejak tahap

apa?

37. Apakah disnaker mengizinkan mediasi PHI melalui LO DIY ?

', J
r., tc,



DAFTAR PERTAI\TYAAN WAWA}{CARA I]NTUK PENGADU

INDIKATOR:

- KEADILAN @agi yang sampai selesai)

- KEIvIANFAu{TANI

-, KEPASTIAN

1. Dari mana Anda mengetahui LO Dry ?

2. Apa yang Anda tahu tentang LO QIY ? Kewenagan dan tugasnya ?

3. Mengapa anda lebih memilih menyelesaiakan kasus

ketenagake{aanlperselisihan hubungan industrialnya melalui LO DIY ?

Mengapa tidak ke dinas tenaga ke{a ?

4. Apakah hasil penyelesaian kasus ketenagakerjaannya melalui LO DlY-dapat

dilaksanakan oleh f6ra pihak ?

5. Apakah puas dengan penyelesaian kasus ketenagake{aan melalui LO DtY

(murah, efektiflefi sien) ?

6. Apakah keberadaan LO Dry cukup membantu penyelesaian kasus

ketenagakerj aan yang dihadapi ?

7. Apakah penyelesaian kasus ketenagakerjaan/PHl cukup adil bagi Anda ?

'i
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IGMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN

KALIIAGA
FAKULTAS SYARJ'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adlsucipto Telp. (0274)512U0, Fax.(02741 5614
E-mail : hk&hetiecu@iilggmYogyaka a 55281

SURAT BUKTIWAWC,NCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

H*uuwr Fflel+N?

Tempat, Tanggal Lahir : fEr4+rl6,6u Nt ) ?4 ,A{ ua+.-\ \91 7

Nama

Peked aan

Alamat

l6wrthor.,e (- UO

)("Sqwlrr. B(vu 4A
Ng(gtfl. I \errrq^

?r/
bJ a-Mfqh 9ar\ holr5a

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan

"Penyelesaian Perselisihal Hubungan Industrial" dalam rangka penyusunan

skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa

Yogyakarta, oleh:

Nama

NIM

Semester

Fakultas

Jurusan

Alamat 324,

Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Dernikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

f
Yogyakarta, 2l h4l 2916

:Mohammad Akbar Syahidin

:12340016

:VIII

:Syariah dan Hukum

:IlmuHukum

:Demangan Kidul, No.



IGMENTERIAN AGAMA RI

UNIYERSITAS ISI.AM NEGERI SUNAN, 
I(ALIJAGA

SURAT BUKTIWAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

. Nama.

Tempat, Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat

AH /1+0 hl Btr?.'y ft{Tn, Se
VoglqkAkl^ zi oercAre* L3tq
L4e|qwqn Satffi '

Ktrue+kt* lrtout- nF L/z's)
yo.ggq k^ttqt\

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan

"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" dalam rangka penyusunan

skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan

I{ubungan Industria! nreialui Lembaga Ombudsman Daerah Istimerva

Yogyakarta, oleh:

Nama :Mohammad Akbar Syahidin

NIM :12340016

Semester :VIII

Fakultas :Syariah dan Hukum

Jurusan :Ilmu Hukum

Aiamat :Demangan Kidul, No. 32A,

Gondokusuman, I(ota Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana rnestinya.

\
Yogyakarla, l8 HA 2016
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IGMENTERIAN AGAMA RI
UNIYERSITAS ISI"{M NEGERI SUNAN, 

KALIIAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUI(UM

Afamat : Jl. Marsda Adisucipto Tetp. (02741512a40. Fax,rcZ74\545614
E-mait : fak.siaia@gmail.com yosyakarta iS2Bl'

SURAT BUKTIWAWANCAR,A.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

,Nama. :otrltt Wutlt,OAU' (
Tempat, Tanggal Lahir : trNPA*tu, tt €m$E€$ t9'o '
Pekerjaan :MAHA(ISWA

Alamat : (AIrAN (tT $1 /0x) 1.1 ggp9L1g(rt't

Mr'f ro tttl^eP -

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan
"Pbnyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial,, dalam rangka penyusunan
skripsi yang berjudul: lnjauan yuridis penyeresaian persclisihan

Hubungan Industrial melalui Lembaga Ombudsmen Daerah Istimewa
Yogyakarta, oleh:

Nama

NIM

Semester

Fakultas

Jurusan

Alamat

Dernikian snrat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

2016

:Mohammaci y'^kbar Syahidin

:12340016

:VIII

:Syariah dan Hukum

:Ilmu Hukum

:Demangan Kidul, No. 32A,
Gondokusuman, Kota yogyakarta

ogyakn66, t5 [ff
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KEMENTERIANAGAMA RI
UNIVERSITAS ISIAM NEGERI SUNAN, 

KATIJAGA
FAKUTTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : &SjbAtiA!@gD3lLS9E Yogyakarta 55281

SURAT BUKTIWAWANCARA

Saya yang bertanda

, Nama.

Tempat, Tanggal Lahir

Peke{aan

Alamat

tangan di bawah ini:
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'-t\ , rt
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: fert/r, ?t("i- v4v

hsf.1 Btotr L rr
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Telah benar-benar melakukan wawancfia yang berkaitan dengan

"Penyelesaiaa Perselisihan Hubungan Industrial" dalam rangka penlusunao

skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial meialui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa

Yogyakarta, oleh:

Nama

NIM

Semester

Fakultas

Jurusan

Alamat

Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,[( [t {ri zoto

^r.(_.

:Mohammad Akbar Syahidin

:12340016

:VIII

:Syariah dan Hukum

:IlmuHukum

:Demangan Kidul, No. 32A,
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KEMENTERIANAGAMA RI
UNIYERSITAS ISI-A.M NEGERI SUNAN, I(ALIIAGA
FAI(ULTAS SYARI'AH DAN HUI(UM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.{0274)545614
E.mail : fak.sharia@qfi! ail,com Yogyakarta 55281
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:Mohammad Akbar Syahidin

:1234O016

:VIII

:Syariah dan Hukum

:Ilmu Hukum

:Demangan Kidul, No. 32A,

Gondokusuman, Kota Yogyakarta

SURAT BUKTIWAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

, Nama.

Tempat, Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan

"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" dalam rairgka penyusunan

skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan

flubungan Industrial meialui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa

Yogyakarta, oleh:

Nama

NIM

Semester

Fakultas

Jurusar

Alamat

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ee" S 2016
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